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Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui eksistensi dan kekuatan eksekutorial 
sertipikat hak tanggungan terhadap hak milik atas satuan rumah susun sebagai 
jaminan hutang dalam perjanjian kredit di Bank. Undang-Undang Rumah 
Susun telah menjadi objek agunan/jaminan yang dapat dibebani dengan oleh 
Undang-Undang Hak Tanggungan, dan hanya dapat dikenakan pada Hak Milik 
atas Satuan Rumah Susun karena merupakan kepemilikan seseorang yang 
merupakan benda-benda yang berdiri sendiri. Tujuan dari penulisan ini adalah 
mengetahui eksistensi dan kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan 
terhadap hak milik atas satuan rumah susun sebagai jaminan hutang dalam 
perjanjian kredit di Bank. Landasan hukum eksekusi Hak tanggungan atas 
satuan rumah susun terdapat dalam Pasal 20 UUHT, dimana objek hak 
tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang Sertipikat 
Hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk 
pelunasan piutangnya, dengan hak yang mendahului dari pada kreditur-kreditur 
yang lain. Hasil dari penulisan ini adalah dalam menjalankan prinsip kehati-
hatian, Bank tidak akan berani memberikan pinjaman atau kredit kepada 
masyarakat tanpa adanya jaminan. Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat 
dijadikan objek jaminan kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan. 
Kata Kunci: Rumah Susun, Agunan/Jaminan, Eksekutorial 
  
ABSTRACT  
This paper aims to determine the existence and strength of executives certificate 
of liability to the property rights of apartment units as a guarantee of debt in 
credit agreements in the bank. The legal basis for the execution of 
encumbrance over apartment units is provided in Article 20 of the IRA (the 
Insurance Rights Act). The object of encumbrance is sold through a public 
tender in the manner prescribed in the prevailing laws and regulations. The 
holders of the encumbrance entitlements are entitled to take all or part of the 
proceeds for the repayment of the receivables, with the right that precedes it 
from the other creditor. The result shows that banks will not dare to provide 
loans or credit to the community without any guarantee. The ownership rights 
of apartment units can be used as the object of credit guarantee and tied with 
mortgage rights. 
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1. Sebagaimana dalam UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, 
menyebutkan bahwa Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak 
tanggungan adalah: hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. 
Dan syarat yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang adalah rumah 
susun tersebut dapat dibebani hak tanggungan. 
2. Permohonan kredit dengan hak milik atas satuan rumah susun sebagai 
jaminan harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh bank. Jika 
tidak maka akibat hukumnya adalah rumah susun tersebut tidak dapat 
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